
G 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK 

NOMOR: 26 

Menlmbang 

Mengingat 

PERATURAN BUPATI DEMAK 
NOMOR 26 TAHUN 2011 

TENTANG 
STANDART PELAYANAN PUBLIK 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN DEMAK 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEMAK 

TAHUN 2011 

a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsl serta penyelenggaraan tugas 
umum pemerlntahan, pembangunan dan pelayanan publlk, perlu 
dlatur slstem dan prosedur kerja sebagal sarana slstem pengendalian 
manajemen dan penunjang tertib adminlstrasi di Llngkungan 
Pemerintah Kabupaten Demak. 

b. bahwa sesual dengan ketentuan pasal 3, maka dalam rangka 
memberlkan Jamlnan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publlk 
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak 
diperlukan standart pelayanan yang diatur dan dltetapkan oleh Bupati. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.lmana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Standart 
Pelayanan Publik (SPP). 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Kabupaten dalam Llngkungan Provins! Jawa Tengah 
sebagalman telah ~lubah dengan Undang-undang Republlk Indonesia 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tlngkat II 
Batang dengan mengubah Undang-undang Nomo; 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam llngkungan Provins! Jawa 
Tengah. 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
sebagalmana telah beberapa kali diubah 

1

terakhlr dengan Undang­
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

4. Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 



Menetapkan 
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5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerlntah Daerah Provinsi 
dan Pemerlntah Daerah Kabupaten/Kota. 

8. Peraturan Pemerlntah ,Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organlsasl 
Perangkat Daerah. 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standart 
Pelayanan Publik. 

11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum PenyeJenggaraan 
Pelayanan Publik. 

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan lndek 
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan lnstansi Pemeri_ntah. 

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/26/M.PAN/7/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan 
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 06 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak. 

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG STANDART PELAYANAN PUBLIK (SPP) 
SADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Demak. 

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak. 

5. Sadan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Sadan Penanggulaogan 
Bencana Daerah Kabupaten Demak. 

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh 
Pemerlntah Daerah dan DPRD menurut asas otonoml dan tugas 
pembantuan dengan prinSiP Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagalmana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republlk 
Indonesia tahun 1945. 
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7: Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkalan keglatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak 
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sipil setlap warg 
negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan 
administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara publik. 

8. Standart P~layanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah tolok 
ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan 
dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan ]anji dari 
penyelenggara pelayanan kepada masyarakan dalam rangka untuk 
memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, ter]angkau dan 
terukur. 

9. Prosedur Pelayanan adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme 
ker]a yang harus diikuti oleh seluruh unit organlsasi untuk melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

10. Kegiatan adalah Pen]abaran dari fungsi dan rlncian tugas untuk mencapai 
hasil kerja tertentu sesual dengan langkah-langkah kerja yang telah 
ditentukan dalam Standart Operasional Prosedur (SOP). 

11. Pembina Teknis Unit Pelayanan adalah Pimpinan Unit Kerja penyelenggara 
pelayanan. 

· 12. Unit Pelayanan adalah lnstansi Pemerintah termasuk BUMN c!an BUMD 
yang secara langsung memberlkan pelayanan kepada penerlma 
pelayanan. 

13. Pemberi Pelayanan adalah Pejabat atau Pegawai lnstansi Pemerintah yang 
melaksanakan tugas dan fungsl pelayanan publlk sesual dengan peraturan 
perundang-undangan. 

14. Penerlma Pelayanan adalah orang/masyarakat/badan hukum/swasta 
maupun instansl pemerintah. ' 

15. Biaya Pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun 
dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang besaran dari tata cara 
pembayarannya ditetapkal) oleh pejabat yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB II 
VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN· 

Pasal 2 

1. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak adalah 
"Ketangguhan Masyarakat Demak Dalam Menghadapi Bencana". 

2. Guna melaksanakan Visi sebagaimana dimaksud pada' ayat (1), Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak mempunyai misi 
sebagai berlkut 
a. Memperkuat kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana. 
b. Melindungi masyarakat Demak dari ancaman bencana melalui 

pengurangan risiko bencana. 
c. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana. 
d. Membangun kerjasama antar pemangku kepentlngan dalam 

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordlnir dan 
menyeluruh. 

3. Maksud dltetapkannya ~tandart Pelayanan Publik adalah adanya standart 
atau tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di SKPD dalam rangka 
memberikan pelayanan ke~ada masyarakat yang berkualitas, mudah, 
terjangkau, cepat dan efisien. 
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4. Tujuan ditetapkannya Standart Pelayanan Publik adalah untuk memperlandr 
semua kegiatan unit organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Demak sesuai Standart Pelayanan Publik dalam rangka 
mendukung tertib administrasi dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintah secara efekti dan efisien. 

BAB Ill 
STANDART PELAYANAN PUBLIK 

Pasal 3 
Standart Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Demak adalaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati rnr sepanjang mengenai 
teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak. 

1 1 

Pasal S 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kabupaten Demak. 

Ditetapkan di Demak, ,: , 
Pada tanggal ·2.~_0K!-z>litir 2o~· 

BUPATI DEMAK 
TTD 

TAFTA ZANI 
Diundangkan di Demak 
pada tanggal 25 Oktober 2011 
SEKRETAP..IS DAERAH KABUPATEN DEMAK 

1 TTD 
POERWONO SASMITO 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 26 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Mengetahui 

K,;p~ukum 

Windu Sunardi, Sh. Mh 
Nip. 195911111986071 001 



Jenis Pelayanan dan 
No. 

Dasar Hukum 

1 Permohonan ljin Cuti 

tahunan bagi PNS 

OASAR HUKUM UU No. 

8/1974 ttg Pokok-pokok 

kepegawaian 

Srt Edaran Ka BKN No. 

O)./SE/1977 

Perda Kab Oemak No 

06/2010 ttg Organisasi 

dan tata .kerja Lembaga 

PerBup Omk No. 

06/2011 ttg Penjabarab 

Tugas pokok. Uraian 

tugas Jabt srtuktural & 

tata kerja BPBD 

r LAMP1RAJ\ PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 

TANGGAL 
.;2' 7~1'-1 ;? 01/ 

: o2.<!' 01::~bcr- .:JDII 

STANDAR PELAYANAN PUB~IK { SPP) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK 

Prosedur 
Waktu 

Biaya Sarana Kompetensi 
Sanksi 

Persyaratan Penyeles Produk Tempat 
Pelayanan 

aian 
(Rp) Prasarana Petugas 

Petugas Pelanggan 

1. Permohonan 1. Permohon an 4hari Tidak Surat ljin 1. Meja pela- Mengetahui PP 24thn permohon Badan Penanggulang 

dari PNSybs Cuti dari PNS ybs dipungut Cuti yanan. dan memafa 1976 an tdk dipro an Bencana oaerah Kab 

Biaya 2. Buku regis- mi peraturan PP S3 thn ses. Demak 

ter cuti per-uu-an 2010 

2. Persetujuan 3. Komputer. yg bedaku 

dari atasan 2. Persetujuan dari 4. Alat tulis 

langsung atasan langsung S. Stempel 
.. 

dinas. 

3. Penghitung an 

sisacuti 

4. Pembuatan surat 

ijin cuti 

-
-

- 5. Pengajuan & 

persetujuan Pejabat 

yg berwenang 
-

' -

6. Pengisian buku 
. penjaga an cuti 

~ 

11 
I 
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Jenis Pelayanan dan Prosedur 
Walctu 

Biaya Sarana Kompetensi 
Sanksi 

No. 
DasarHukum 

Persyaratan· 
Pelayanan 

Penyeles Produk Tempat 

aian 
(Rp} Prasarana Petugas 

Petugas Petanggan 

7. Penyerahan srt 

ijincuti 

8. Penyampai an 

tembusan kpd - t" 
atasan langsung & 

Pejbtyg 

berwenang. 

2 Pelayanan Surat SuratMasuk 1. Srt masuk dicatat 2 hari Tidak Surat Masuk 1. Meja pela- Mengetahui PP 53 thn PP 53 thn Sadan Penanggulangan 

Menyurat Surat Ke!uar dim bk agenda srt dipungut dan surat kelu yanan. dan memafa 2010 2010 Bencana Daerah Kab 

masuk oleh petugas biaya ar. 2. BukuAgen mi peraturan Demak 

da/register per-uu-an 

0ASAR HUKUM : PP No. 3. Komputer. ygberlaku 

38 thn 2007 ttg 4. Alattuios 

P410ibagian Urusan 2. Srt masuk diberi 5. Stempel 

Pemerintahan antara lbr disposisi & dinas 

Pemerihtah, Pem diparaf Kasubag 

Daerah Prov & Pemda Umum& 

Kab/Kota Kepegawaian 

Perda Kab Demak No. 

06 th 2010 ttg 3. Surat masuk 

Organisasi & tata kerja dinaikkan ke Ka Lak 

Lembaga lain daerah BPBD 

KabDemak 

Perbup Dmk No. 06 th 

2011 ttg Penjabarab tgs 

pokok, uraian tgs, 

jabatan struktural & 
tata kerja pd BPBD Kab 

Demak 
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Jenis Pelayanan dan Prosedur 
Waktu 

Biaya Kompetensi 
Sanksi 

No. Produk 
Sarana Tempat 

DasarHukum 
Persyaratan 

Pelayanan 
P.enyeles 

(Rp) Prasarana Petugas 
aian- Petugas Pelanggan 

4. Srt masuk setelah 

didisposisi Ka lak, 
--

diparaf Sekretaris 

dan diturunkan ke 

Kasubag Umum & 
- ~ 

Kepegawaian 

S. Srt Masuk 

selanjutnya 

didistribusikan oleh 

Kasubag Umum & 

Kepeg ke -

Sekret/Kabid untuk 

ditindak lanjuti . 

.. 

6. Untuk Srt Keluar 

diparaf oleh Sekret/ 

Kabid, selanjutnya 

dinakkan ke Ka lak 

BPBD 

7. Setlah srt Keluar 

di tanda tangani Ka 
lak, dicatat dim Bk 

Agenda srt keluar 

oleh petugas. 
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Waktu Sanksi 
Jenis Pelayanan dan Prosedur Biaya Sarana Kompea!nsi 

No. 
Dasar Hukum 

Persyaratan Penyeles Produk Tempat 
Pelayanan 

aian 
(Rp) Prasarana Petugas 

Petugas Pelanggan 

8. Srt Keluar dikirim \ 
ke_Qj11as/lnstansi 

sesuai alamat 

- dengan tanda 

terimaoleh 

petugas. 

~ 
i 

3. Kenaikkan Pangkat 1. FC Karpeg 1. Pengajuan per 4 hari Tidak SK Kenaikkan 1. Meja pela- Mengetahui PP 53 thn PP 53 thn Badan Penanggulang 

PNS 2. FC SK Konfer mohonan kena dipungut Pangkat yanan. dan memafa 2010 2010 an Bencana Daerah 

Si. ikan pangkat biaya 2. s·uku regis- mi peraturan KabDemak 

DASARHUKUM: 3. FC SK Pang kat 2. Penelitian berkas ter/agenda per-uu-an yg 

PP No. 12 th 2002 ttg terakhir. 4. FC permohon an 3. Komputer 4. berlaku 

Perubahan atas PP SK Berkala 3. Persetujuan Alattulis 5. 

99/2000 ttg kenaikkan terakhir Pejabatyg Stempel dinas 

,pangkat PNS. 5. FCSKJabt berwenang. 

terakhir (apabila 4. Pembuatan srt 

Menduduki pengantar ke BKD 

Jabat) 5. Penerbitan SK 

Kenaikan pangkat 

-
pp 9 th 2003 ttg 

oleh BKD Kab Dmk 
Wewenang 6. FC ljazas ter- -
pengangkatan, akhir. 6. Penerimaan pe 

pemindahan & 7. FC DP3 tikan SKdari 

pemberhentian PNS • BKD Kab Demak -
- -

Perda Kab Demak No. 

06 th 2010 ttg 

Organisasi & tata kerja 

Lemtiaga lain daerah 

KabDemak 
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Jenis Pelayanan dan Prosedur 
Waktu 

No. Persyaratan Penyeles 
DasarHukum Pelayanan 

aian 

Perbup Dmk No. 06 th 
7. Penyampaian 

2011 ttg Penjabarab tgs 
petikan SK KP kpd 

pokok, uraian tgs, 
PNSybs. 

jabatan struktural & 

tata kerja pd BPBD Kab 

Demak 

4. Kenailcan Gaji Berka- 1. Srt penganta~ -Pengajuan kena 4hari 

la_ pengajuan ikan gaji berkala 

kenaikan gaji PNS yg telah me-

DASAR HUKUM : berkala. menuhi syarat. 

PP 11th 2011 ttg 2. FC SK berkala -Penelitian berkas 

Struktur Gaji PNS. terakhir yg dile -Persetujuan Peja 

galisir bat yg berwenang .. 
Perda Kah Demak No. - Srt pengantar 

06 th 2010 ttg ke BKD Demak 

Organisasi & tata kerja -Penerbitan Srt 

Lembaga lain daerah kenaikan gaji oleh 

KabDemak BKD Kab Demak. 

-
-Penerimaan Srt -

Perbup Dmk No. 06 th 
kenaikan gaji ber 

2011 ttg Penjabarab tgs 
kala dari BKD 

pokok, uraian tgs, 
• Penyamjiaian srt tsb 

jabatan struktural & 
kpd PNSybs. 

-

tata kerja pd BPBD Kab 

Demak 
-

(, 

Sarana Biaya 
Produk 

(Rp) Prasarana 

Tidak Surat kenaikan 1. Meja pela -

dipungut gaji berkala. yanan_ 

biaya 2- Buku regis 

ter/agenda. 

3. Komputer. 

4. Alat tulis. 

5. Stempel Dns 

-· 

Kompetensi 
Sanksi 

Petugas 
Petugas Pelanggan 

Mengetahui PP S3 thn PP 53 thn 

danmema- 2010 2010 

hami peratur 

an per UU an 

ygberlaku. 

\ 
Tempat 

Badan Penanggu -

langan Bencana Dae-

rah Kah Demak. 

~\ 

.. 

\~ 

I 
! 
I 
J 
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Jenis Pelayanan dan Prosedur 

Waktu 
Biaya Sarana Kompetensi 

Sanksi 

No. 
Dasar Hukum 

Persyaratan Penyeles Produk Tempat 
Pelayanan 

aian 
(Rp) Prasarana Petugas 

Petugas Pelanggan 

5. Pencairan dan SPD, SPP SPM, -Pengajuan kendali 4hari Tidak SP2D, SPD, SPM 1. Meja Mengetahui PP 53 thn PP 53 thn Sadan Penanggulangan 

pertanggung jawaban SP2D, SPJ kegiatan & dipungut Pelayanan. danmema- 2010 2010 Bencana Daerah Kab 

penggunaan dana pencairan dana kpd biaya. ~: Buku· Regis hami peratur Demak. 

APBQ. PA melalui PPK. ter. per UU an yg 

3. Komputer. berlaku 

\ 

\ 

-t'-
DASAR HUKUM : - Penelitian oleh 4. Alat tulis. 

Perda Kab Demak No. PPK, diteruskan kpd 5.Stempel 

06 th 2010 ttg PA. Oinas. 

Organisasi & tata kerja Persetujuan Peja 

lembaga lain daerah bat berwenang. 

Kab Demak 

-Stelah disetujui 

PA diteruskan ke 

Per_bup Dmk No. 06 th pada Bendh Pengl 

2011 ttg Penjabarab tgs -Bendhr Peng! 

i;r:,kok, uraian tgs, membuat nota 

jabatan struktural & pencairan dana 

tata kerja pd BPBD Kab disampaikan ke PA. 

Oemak 

-Pengajuan & per 

- Permendagri 13 th setujuan PA. 

2006 dan telah Penyerahan dana 

disempurnakan dengan kpd PPTK. 

Permendagri 55 th 

2008 ttg Tata cara 
.. penatausahaan dan 

penyusunan laporan 

pertagg jwab 

bendahara serta 

penyampaiannya. 

1 I 
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Jenis Peiayanan dqn Prosedur 
Waktu 

Kompetensi 
Sanksi 

No. Persyaratan Penyeles 
Biaya 

Produk 
Sarana Tempat 

DasarHukum Pelayanan (Rp) Prasarana Petugas 
aian Petugas Pelanggan 

6. Penilaian K~rusakan 1. Pernyataan 1. Kejadian 15 hari Tidak Data 1. Meja 1. Mempunyai PP 53th Tidak ada Badan Penanggulangan 

dan kerugian akibat kejadian bencana bencana. dapat perhitungan pelayanan. kemampuan_ 2010 Bencana Daerah Kab 

bencana. oleh Bupati 2. Laporan kejadian diprediksi kerusakan dan 2.Komputer. teknis - Demak dan lokasi 

Demak. bencana dari Desa tergan kerugian 3. Alat tulis. penghitungan terjadinya bencana. \.. . 
& Camat. tung besar bencana 4. Stempel - kerusakan & - l 

kecilnya dinas. kerugian 

bencana 5. Pakaian kerja bencana. 

lap. 

DASAR HUKUM : 3. Pembuatan Per 6. KendrOps 

1. UU 24 th 2007 ttg nyataan benca - lapangan. 

Penanggulangan na oleh Bupati 

Bencana. Demak 

2. PP 21 th 2008 ttg 4. Penilaian keru -

Penyelenggaraan sakan & kerugian 

penanggulangan akibat bencana. 

• bencana. . 

3. Perda Kab Demak 06 

th 2010 ttg Organisasi 

dan Tata kerja lembaga 

lain daerah Kab Oemak. 

7. Rehabilitasi dan Pernyataan 1.Kejadian bencana. Sesuai Tidak Data usulan I.Meja Mempunyai uu Tidak ada Sadan Penanggulangan 

Rekonstruksi pasca kejadian bencana 2. Laporan kejadian. kondisi dapat kegiatan yang peyanan. pengetahuan 24/2007 Bencana Oaerah Kab 

bencana. oleh Bupati kerusak dipredik perlu 2. Komputer. teknis dalam dan PP Demak dan lokasi 

an. si sesuai disampaikan 3. Alat tulis. 4. penanganan 53/2010 terjadinya bencana. 

tingkat kpd 5KPD KendrOps rehabilitasi 

DASAR HUKUM : 3. Pembuatan per kerusak teknis. 5. Stempel dns & reknstruksi 

1. UU 24th 2007 ttg nyataan bencana anakibat 

Penanggulangan 4. Penilaian keru- bencana 

Bencana. sakan 
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Jenis Pelayanan dan Prosedur 
Waktu 

Biaya Sarana Kompetensi 
Sanksi -

No. Persyaratan Penyeles Produk Tempat 
Dasar Hukum. Pelayanan (Rp} Prasarana Petugas 

aian Petugas Pelanggan 

2. PP 21 th 2008 ttg 
Penyelenggaraan \ 
penanggulangan 

-

bencana. t -
3. Perda Kah Demak 06 
th 2010 ttg Organisasi 
dan Tata kerja lembaga 
lain daerah Kah Demak. 

8. Keslapslagaan 1. Pembentuk 1. Pemantauan titik 3 hari Sesuai Pasko Bencana 1. Meja Mempunyai pp 53 th Tidak ada Badan Penanggulang 

Antlsipasl Bencana. an Posko Siaga rawan benca tingkat dan Pelayanan. 2. pengetahuan 2010 an B~ncana Daerah 

kerawan ketersediaan Komputer. teknis SAR Kah Demak dan Desai 

dan tanggap da na. an henca logistik. 3.Alattulis. dasar. Kee se Kah Demak. 

DASARHUKU : rurat bencana. 2. Kejadian benca na, 4. Kendr Ops. 

.. l. UU 24th 2007 ttg 2. Persiapan per na. 5. Stempel dns 

Penanggulangan alatan benca 3. laporan kejadi 
Bencana. na & Logistik an bencana dari 

2. PP 21th 2008 ttg 3. Data titik ra- Desa/Kec. 
Penyelenggaraan wan bencana 4. Tinjauan lapang 
penanggulangan an lokasi kejadi - -
bencana. an. -

3. Perda Kah Demak 06 
5. Langkah-langkah -

th 2010 ttg Organisasi 
penanganan. 

dan Tata kerja lembaga -

lain daerah Kah Demak. . -

4.Perhup Dmk No. 06 . 
th 2011 ttg Penjabarah 

tgs pokok, uraian tgs, 
!jabatan struktural & 

tata kerja pd BPBD Kah 
Demak •-;. 
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Jenis Pelayanan dan Prosedur 
Waktu 

Billya Sarana Komp_etensi 
Sanksi 

No. Penyeles Produk Tempat 
Dasar Hukum 

Persyaratan 
Pelayanan (Rp) Prasarana Petugas 

aian Petugas Pelanggan 

9. Pengurangan Risiko 1. Pembentuk l. Permintaan data 3 hari Sesuai Peta Rawan 1. Meja . Mempunyai PP 53 th Tidak ada Sadan Penanggulang 

B!!ncana. an Poska Siaga rawan benca tingkat bencana pelayanan. pengetahuan 2010 an Bencana Daerah 

dan tanggap na ke Desa/Kec. kerawan Mitigasi bencn 2. Komputer. teknis SAR Kab. Demak dan 

DASAR HUKUM : _ darurat bencn. 2. Pemantauan · an benca Sosialisasi bu- 3. Alattilis. dasar dan ke- Desa/Kec Keese Kab 

l. UU 24th 2007 ttg 2. Persiapan per titik rawan ben na. daya sadar ben 4. Kendr Ops. mampuan da- Demak. 

""" 

Penanggulangan 
alatan benca cana. cana. 5. Stempel dns lam penangan 

Bencana. 
na & Logistik an bencana. 

2. PP 21th 2008 ttg 3. Data titik ra- 3. Laporan kejadi Terbentuknya 

Penyelenggaraan 
wan bem:ana an bencana dari Unsur Penga -

penanggulangan 
Desa/Kec. ra~ l)enanggul 

bencana. 
4. Tinjauan lapang angan bencana 

3. Perd4 Kab Demak 06 
an kejadian ben 

cana. 
th 2010 ttg Organisasi 

4. Langkah -
dan Tata kerja lembaga 

langkah penangan 
lain daerah Kab Demak. 

an. 
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th 2011 ttg Penjabarab -
tgs pokok, uraian tgs, -
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tata kerja pd BPBD Kab -
Demak -
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